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Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan akuntabilitas 
pelayanan publik pada sebuah instansi pemerintahan. Salah satunya adalah Kantor Kelurahan Dinoyo Kota 
Malang yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pada pemberian layanan tidaklah selalu 
berjalan dengan baik, didalam pelaksanaanya akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi 
pelaksanaan dari akuntabilitas pelayana publik tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melakui observasi, wawancara dokumentasi dan angket. Hasil 
dari penelitian ini akuntabilitas pelayanan publik di kelurahan Dinoyo sudah cukup baik.dari segi keberadaan 
kualitas perilaku moral yang memenuhi syarat (moral conduct) dan Kenampakan Fisik (Tangible) serta 
Respon/daya tanggap (Responsiveness) dirasa masih kurang baik, sebab masih adanya keluhan yang disampaikan 
oleh masyarakat. Sedangkan pada Keterbukaan (Openess) dan Keandalan (Reliability) sudah cukup baik 
sebagaimana dari hasil kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa layanan. Faktor pendukung 
pada pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik ialah standar operasional prosedur yang dijalankan serta pegawai 
dengan kedisiplinan yang tinggi, keterbukaan serta kehandalan dalam memberikan pelayanan. faktor penghambat 
pada pelaksanaan akuntabilitas pelayanan pulik adalah ketidakadilan didalam memberikan pelayanan, sikap yang 
dianggap masih kurang ramah, sarana prasaran yang belum maksimal, daya tanggap yang masih rendah serta 
kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini 
perlu diperhatikan agar dapat terciptanya akuntabilitas pelayanan yang baik.    




Denhart (1998) menjelaskan bahwa pada umumnya 
literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak 
menyebutkan tentang pentingnya kualitas subyektif, 
yaitu rasa tanggungjawab pejabat publik dan lain 
pihak menyebutkan pentingnya kontrol struktural 
untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut1. 
Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab 
untuk mnyediakan  pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, yang mana 
pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Akan tetapi fakta yang sering 
dijumpai mengenai pelayanan publik pada instansi 
pemerintahan ialah adanya keluhan yang datang dari 
pengguna jasa layanan (masyarakat) terhadap 
pelayanan yang diberikan, seperti halnya yang 
terjadi di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil pernyataan dan saran 
masyarakat melalui angket mengenai pelaksanaan 
akuntailitas pelayanan publik yang ada di Kelurahan 






                                                             




1. Sikap tidak adil yang dirasakan oleh pengguna 
jasa 
2. Kurang ramahnya petugas dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat.  
3. Kurangnya tanggapan dari pihak instansi 
terkait keluhan-keluhan yang disampaikan. 
 
 Kelurahan Dinoyo merupakan kelurahan yang 
terletak di wilayah kecamatan Lowokwaru, kota 
Malang. Kelurahan ini terdiri dari 7 RW (Rukun 
Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan 
fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan inilah 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang”. 
 
Akuntabilitas 
Menurut Kumorotomo (2005) 
Akuntabilitas publik adalah ukuran yang 
menunjukan apakah birokrasi publik atau pelayanan 
yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai 
dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat 
dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 
mengakomodir kebutuhan rakyat yang 
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sesungguhnya2. Sedangkan menurut Dubnick 
(1998) menjelaskan bahwa akuntabilitas berasal dari 
bahasa Prancis lama ‘comptes a render’ yang artinya 
memberikan laporan3. Bertanggungjawab atas 
perbuatan pemegang kekuasaan atau amanat 
merupakan konsep dasar dari akuntabilitas itu 
sendiri. 
 
Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Akuntabilitas dalam pelayanan publik 
menurut J.G. Jabra (1989), mengandung tiga 
dimensi, yaitu tanggungjawab, akuntabilitas, dan 
liabilitas4. Bertanggung jawab berarti mempunyai 
otoritas untuk dapat bertindak, mampu 
mengendalikan, konsisten serta bebas memutuskan 
dan dapat dipercaya didalam melakukan penilaian 
atau keputusan. Liabilitas adalah bertanggungjawab 
untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, 
mengoreksi kekeliruan, mengganti kerugian, atau 
membayar kesalahan, bentuk dari Liabilitas dalam 
hal keuangan adalah adanya jaminan pinjaman 
pemerintah, program asuransi5.  
 
Pelayanan Publik 
Menurut Lewis dan Gilman (2005) bahwa 
pelayanan publik adalah kepercayaan publik. 
Pelayanan publik dilaksanakan secara 
bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang ada6. Agar mendapat kepercayaan 
dari pengguna jasa maka para aparatur pemerintahan 
haruslah melaksanakan kewajiban memberikan 
pelayanan dengan sebaik-baiknya.   Pelayanan 
publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, 
pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak 
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 
pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 
kepentingan masyarakat7. Artinya pemberian 
pelayanan tidaklah hanya dilakukan oleh pihak 
pemerintah (publik) melainkan produk jasa tersebut  
dapat dihasilkan oleh pihak non-pemerinta (swasta).  
  
Prinsip-Prinsip Penyusunan Standar Pelayanan 
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 
2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan 
harus memenuhi beberapa prinsip8 yaitu :  
a. Keserdahanaan, Prosedur Pelayanan Publik 
tidak berbelit-belit, mudah dipahami serta 
mudah dilaksanakan.  
1) Kejelasan, didalam kejelasan ini yaitu 
mencakup dalam hal : Persyaratan 
                                                             
2 Titian taufik. 2017. Skripsi. Akuntabilitas 
Kinerja pelayanan Publik  di Kelurahan Mesjid 
Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. 
Diakses dari :  http://ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id/ . 
pada 22 November 2018 
3 Manggaukang Raba, 2006. Op.cit., hlm 9.   
4 Haryatmoto, 2011. Etika Publik. Jakarta : PT 
Gramedia Pustaka Utama. hlm. 107  
5 Ibid.,  
mengenai teknis dan administrasi 
pelayanan publik. 
2) Unit kerja/pejabat yang memiliki 
wewenang dan bertanggungjawab didalam 
memberikan pelayanan dan dapat 
menyelesaikan persoalan yang muncul 
dalam proses pemberian pelayanan. 
3) Rincian biaya   pelayanan publik dan tata 
cara pembayarannya. 
b. Kepastian waktu, pelayanan yang diharapkan 
dapat selesai dengan   waktu yang telah 
ditentukan.  
c. Akurasi, produk pelayanan yang diterima 
dengan tepat, benar dan sah. 
d. Keamanan, didalam proses pelayanan 
diharapkan adanya rasa aman dan kepastian.  
e. Tanggungjawab, pimpinan penyelenggara 
pelayanan publik harus bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan dapat 
menyelesaikan persoalan yang muncul dalam 
proses pelaksanaan pelayanan. 
f. Kelengkapan sarana dan prasarana, 
g. Kemudahan akses, lokasi dan tempat dan 
pelayanan yang memadai. 
h. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam 
memberikan pelayanan.  
 
Standar Pelayanan Publik  
Standar pelayanan menjadi bagian yang 
tidak dapat dipisahkan didalam aspek pelayanan 
publik. Optimalisasi pelayanan publik juga 
dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan. 
Standar pelayanan (LAN 2010) meliputi standar 
waktu penyelesaian, standar biaya, persyaratan, dan 
prosedur9.  
 
Kualitas Pelayanan Publik  
Menurut (Zelthaml, Parasuraman, dan Bery 
dalam Ratminto, 1999) ada 5 indikator kinerja 
pelayanan10, yaitu :1) Kenampakan Fisik 
(Tangible),Yaitu meliputi penampilan fasilitas fisik 
diantaranya peralatan yaung tersedia, personel dan 
media komunikasi. 2) Keandalan (Reliability),Yaitu 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur didalam 
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang 
ada. 3) Respon/ Daya Tanggap 
(Responsiveness),Sikap tanggap atas pemberian 
layanan dan masukan dari para aparatur didalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4) 
Kesopanan (Courtesy), Sikap perilaku yang 
sopan,ramah dari aparatur pemberi layanan 
6 Ibid., hlm. 21 
7 Pandji santosa, 2012. Op.Cit.,  hlm. 57 
8 Zaenal Mukarom, M. Wijaya Laksana, 
2018. Manajemen Pelayanan Publik. 
Bandung: Pustaka Setia.hlm. 116 
9 Ibid., hlm. 39 
10 Ibid., hlm. 219 
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sangatlah penting dalam memberikan layanan 
sehingga menimbulkan kepuasan bagi pengguna 
jasa. 5) Akuntabilitas (Accountability), Sikap yang 
harus dimiliki oleh para aparatur ialah 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan 
secara baik..  
 
METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan penulis 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Lokasi/tempat penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor 
Kelurahan Dinoyo Kota Malang, dengan situs 
penelitian di Kelurahan Dinoyo Kota malang bagian 
bidang pelayanan kepada masyarakat.  
 
PEMBAHASAN  
Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik di 
kantor Kelurahan Dinoyo.  
 
Keberadaan Kualitas Perilaku Moral Yang 
Memenuhi Syarat (Moral Conduct).  
Para pegawai Kelurahan Dinoyo dapat dikatakan 
belum sepenuhnya  menerapkan hal ini didalam 
proses memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya, hal ini dapat diketahui dari hasil 
angket yang telah diberikan kepada 15 responden 
terkait akuntabilitas pelayanan publik di Kelurahan 
Dinoyo tentang moral conduct, responden 
mengatakan bahwa sikap yang diberikan oleh 
petugas kurang ramah.  
 
Kenampakan Fisik (Tangible) 
Kantor Kelurahan Dinoyo telah menerapkan 
dimensi ini, akan tetapi masih adanya indikator yang 
belum sesuai dengan harapan masyarakat . 
Mengenai dimensi tangible  pada Kelurahan Dinoyo 
belum terpenuhi secara maksimal yaitu masih 
adanya sarana dan prasarana yang belum dipenuhi 
yakni belum tersedianya nomor antrian bagi 
masyarakat yang akan melakukan pelayanan.  
 
Respon/Daya Tanggap  (Responsiveness)  
Para pegawai Kelurahan Dinoyo dapat dikatakan 
belum cukup baik dalam menanggapi keluhan yang 
telah disampaikan oleh masyarakat, sebab masih 
ditemui adanya keluhan yang belum ditanggapi oleh 
pihak Kelurahan. Hal ini didasarkan pada hasil 
angket yang telah diberikan kepada 15 responden. 
Pada indikator Responsiveness belum terpenuhi 
secara maksimal karena para pegawai Kelurahan 
Dinoyo belum sepenuhnya menanggapi keluhan 
yang disampaikan oleh masyarakat.  
 
Keterbukaan (Openess)  
Pegawai Kelurahan Dinoyo dianggap terbuka ketika 
melakukan pemberian layanan kepada masyarakat, 
sebagaimana yang telah dikatakan oleh informan 
mengenai sikap terbuka yang diberikan kepada 
pengguna jasa selain itu dari hasil angket yang 
diberikan kepada 15 responden  10 responden 
mengatakan bahwa pegawai Kelurahan terbuka 
didalam memberikan pelayanan sedangkan 5 
responden lainnya mengatakan bahwa para pegawai 
sudah cukup terbuka dalam memberikan pelayanan. 
Mengenai indikator openess (keterbukaan)  
pelayanan publik di Kelurahan Dinoyo para pegawai 
telah secara terbuka didalam memberikan pelayanan 




Para pegawai kelurahan sudah dapat dinilai cukup 
baik dalam memberikan pelayanan dengan 
kemampuan yang dimiliki masing-masing para staff, 
hal ini dapat diperkuat dari hasil angket yang 
disebarkan kepada 15 responden yaitu 12 responden 
mengatakan pelayanan yang diberikan cukup baik 
sedangan 3 responden mengatakan para pegawai 
sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan. 
Berdasarkan hasil uraian diatas mengenai kelima 
indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa jika 
Kelurahan Dinoyo mampu mewujudkan diantaranya 
perilaku moral yang baik ketika memberikan 
pelayanan, mampu melengkapi sarana dan prasarana 
sebagai penunjang, menanggapi keluhan dari 
masyarakat, bersikap terbuka didalam proses 
pelayanan, serta memiliki kehandalan didalam 
bidangnya serta melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, maka pelaksanaan akuntabilitas pelayanan 
publik yang baik akan mudah diwujudkan.  
 
Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan 
Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor 
Kelurahan Dinoyo. 
1) SOP merupakan salah satu alat  yang dapat 
menunjang terciptanya akuntabilitas pelayanan 
publik Pegawai kelurahan Dinoyo telah menerapkan 
standar pelayanan didalam proses pelaksanaan 
pelayanan, setiap tindakan yang dilakukan sudah 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2) 
Pegawai Kelurahan, Pegawai yang memiliki 
kapasitas yang baik, yakni mampu memahami tugas 
dan peraturan yang telah ditetapkan merupakan 
faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan 
publik diantaranya :a) Kedisiplinan, Pegawai 
kelurahan Dinoyo sudah dapat dikatakan cukup 
disiplin waktu, hal ini dapat kita ketahui melalui 
hasil angket mengenai kedisiplinan waktu pegawai 
dalam memberikan pelayanan, sebagaimana yang 
telah disampaikan oleh para responden yakni 12 
responden mengatakan tepat waktu. Sehubungan 
dengan hal ini pula disampaikan oleh narasumber 
selaku pengguna jasa layanan mengatakan bahwa 
pegawai sudah tepat waktu dalam memberikan 
pelayanan. b) Reliability(Kehandalan), para 
pegawai kelurahan Dinoyo yang memiliki 
kemampuan untuk dapat mengoperasikan sarana 
dan prasarana yang telah tersedia didalam proses 
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pelaksanaan pemberian layanan.  Berdasarkan hasil 
angket mengenai reliability  pegawai kelurahan 
dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat 
dilihat dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh 
para responden yakni merasa puas dengan hasil yang 
diberikan. Senada dengan yang disampaikan oleh 
narasumber mengatakan puas dengan hasil yang 
diberikan karena telah sesuai dengan harapan dan 
kebutuhan.c)Openess (Keterbukaan), Berdasarkan 
pada hasil penelitian melalui  angket dari 15 
responden, mengenai sikap Openess para pegawai 
didalam memberikan pelayanan para responden 
menilai cukup terbuka hal ini senada dengan 
penyataan yang disampaikan oleh narasumber pada 
saat wawancara. Maka hal ini sesuai dengan apa 
yang diungkapkan oleh Kasmir dalam skripsi Ratna 
(2017 : 42) bahwa sumberdaya manusia sangat 
mempengaruhi.  
 
Faktor penghambat pelaksanaan akuntabilitas 
pelayanan publik di kelurahan dinoyo. 
a) Ketidakadilan, didalam proses pemberian 
pelayanan masyarakat sangat membutuhkan rasa 
adil tanpa harus membedakan, dengan adanya rasa 
adil yang diberikan masyarakat akan merasakan 
kepuasan tersendiri atas apa yang diperolehnya. b), 
Moral Conduct (Perilaku Moral), Berdasarkan hasil 
penelitian melalui angket yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa sikap perilaku pegawai kelurahan 
Dinoyo kurang ramah hal ini didasarkan pada 
pernyataan para responden mengenai sikap yang 
diberikan petugas dalam memberikan pelayanan. c) 
Tangible (Kenampakan Fisik), Kelurahan Dinoyo 
dinilai belum sepenuhnya melengkapi sarana dan 
prasarana. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui 
angket kepada 15 responden, 15 responden 
menyatakan bahwa Kelurahan Dinoyo tidak 
menyediakan nomor antrian.d) Responsiveness 
(Daya Tanggap), Kelurahan Dinoyo dalam 
menanggapi keluhan yang telah disampaikan, 
peneliti masih menemukan adanya keluhan yang 
belum ditanggapi oleh pihak kelurahan Dinoyo, hal 
ini dapat diketahui melalui pernyataan responden 
pada angket yang telah disebarkan.e) Kesadaran 
masyarakat, Kurangnya kesadaran masyarakat atau 
warga yang akan melakukan pelayanan, Kesadaran 
yang dimaksudkan adalah kesadaran untuk dapat 
mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 
persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan untuk 
setiap pelayanan yang akan dilakukan.   
Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor 
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik dapat 
disimpulkan bahwa jika para pegawai  mampu untuk 
menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) 
dengan baik, memiliki rasa disiplin waktu, 
kehandalan yang baik didalam melakukan 
                                                             
11 Vinolis friandoni. 2017. Jurnal administrative 
reform , Vol.5 No. 1, Januari-Maret 2017  
pelayanan, dan melalukan pelayanan secara terbuka, 
serta mampu memberikan rasa adil didalam 
memberikan pelayanan,  bersikap ramah dalam 
melayani masyarakat, mampu menyediakan nomor 
antrian bagi para pengguna jasa layanan, serta 
memiliki daya tanggap yang baik, dan Kelurahan 
Dinoyo mampu mewujudkan kesadaran masyarakat 
maka pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik di 
kelurahan Dinoyo dapat tercapai sesuai dengan baik 
serta peraturan yang telah ditetapkan.  
 
Strategi-Strategi Kelurahan Dinoyo Dalam 
Menyelesaikan Faktor Penghambat 
Akuntabilitas Pelayanan Publik.  
Strategi menurut Osborne dan plastrik dalam 
jurnal Vinolis (2017:16) menyebutkan bahwa11 
sebuah peningkatan pelayanan publik di lingkungan 
birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan 
lima strategi, yakni; 1)strategi pengembangan 
struktur; 2)strategi pengembangan atau 
penyederhanaan prosedur; 3)strategi pengembangan 
infrastuktur;4)strategi pengembangan budaya atau 
kultur; 5)strategi pengembangan kewirausahaan. 
Berdasarkan penjelasan mengenai strategi-strategi 
Kelurahan Dinoyo dalam menyelesaikan faktor 
penghambat akuntabilitas pelayanan publik diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kelurahan 
Dinoyo mampu mewujudkan strategi-strategi 
diantaranya mengadakan sosialisasi untuk 
memberikan kesadaran masyarakat serta mampu 
memanfaatkan sumber daya manusia yang dimililiki 
maka pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik 
pada kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang dapat 
tercapai dengan baik. 
 
KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  
Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik di 
kantor kelurahan dinoyo dengan sub fokus : 
a. Keberadaan kualitas perilaku moral yang 
memenuhi syarat (moral conduct), pada dimensi 
ini para pegawai kelurahan Dinoyo belum  dapat 
dikatakan memuaskan atas sikap yang dinilai 
kurang ramah   bagi masyarakat pengguna jasa 
layanan didalam memberikan pelayanan.   
b. Kenampakan Fisik (Tangible) ,pada dimensi ini 
belum dapat dikatakan berjalan dengan 
maksimal karena belum tersedianya nomor 
antrian bagi para penguna jasa layanan sehingga 
ketika pelayanan sedang ramai ,orang yang baru 
datang dilayani terlebih dahulu karena langsung 
menuju meja pelayanan.   
c. Respon/daya tanggap (Responsiveness), 
mengenai hal ini pihak Kelurahan Dinoyo 
dirasa belum cukup maksimal didalam 
menanggapi keluhan yang disampaikan oleh 
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masyarakat sebab masih ditemukan adanya 
keluhan dari masyarakat yang belum 
ditanggapi.   
d. Keterbukaan (Openess),  pada dimensi ini 
para pegawai Kelurahan  Dinoyo dianggap 
telah memberikan pelayanan secara terbuka 
dan tidak ada yang ditutupi dalam proses 
pemberian pelayanan kepada masyarakat .  
e. Keandalan (Reliability), dalam hal ini 
masyarakat merasa puas dengan hasil yang 
diberikan oleh para pegawai Kelurahan 
Dinoyo dengan kehandalan yang dimiliki 
selama memberikan pelayanan.  
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
akuntabilitas pelayanan publik di kantor 
kelurahan Dinoyo dengan sub fokus : 
Faktor pendukung dalam pelaksanaan 
akuntabilitas pelayanan publik di kelurahan 
Dinoyo.  
1) Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur), 
Pegawai kelurahan Dinoyo telah menerapkan 
standar pelayanan didalam proses pelaksanaan 
pelayanan, setiap tindakan yang dilakukan sudah 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2) 
Pegawai yang memiliki kapasitas yang baik, yakni 
mampu memahami tugas dan peraturan yang telah 
ditetapkan merupakan faktor yang mendukung 
akuntabilitas pelayanan publik diantaranya:a) 
Disiplin, Pegawai kelurahan Dinoyo sudah dapat 
dikatakan cukup disiplin waktu, hal ini dapat kita 
ketahui melalui hasil angket dan wawancara 
mengenai kedisiplinan waktu pegawai dalam 
memberikan pelayanan.b) Reliability, para pegawai 
kelurahan Dinoyo dapat dikatakan sudah cukup 
memiliki keandalan yang baik didalam menjalankan 
tugasnya hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil 
yang diberikan.c) Openess. Para pegawai kelurahan 
Dinoyo telah melakukan pelayanan secara terbuka 
kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi dari 
masyarakat. 
 
Faktor penghambat dalam pelaksanaan 
akuntabilitas pelayanan publik di kelurahan 
Dinoyo yaitu :  
1)Ketidakadilan yang masih diarasakan oleh 
para pengguna jasa ketika akan melakukan proses 
pelayanan.2) Moral Conduct, sikap para pegawai 
yang dirasa masih kurang ramah oleh para pengguna 
jasa layanan.3) Tangible, sarana prasaran yang 
belum dilengkapi yakni tidak tersedianya nomor 
antrian bagi para pengguna jasa layanan.4) 
Responsiveness, yang belum maksimal dalam 
menanggapi keluhan yang disampaikan oleh 
masyarakat.5) kesadaran masyarakat, didalam 




Strategi-strtegi kelurahan Dinoyo dalam 
menyelesaikan faktor penghambat akuntabilitas 
pelayanan publik. 
Kelurahan Dinoyo telah menerapkan kegiatan 
rapat evaluasi yang diadakan setiap bulan untuk 
meninjau sejauh mana pelaksanaan pemberian 
layanan serta mengadakan sosialisasi untuk 
memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai 
persyaratan pelayanan dan akan melakukan 
pemanfaatan sumber daya manusia.  
 
SARAN 
Peneliti akan mencoba menawarkan saran yang 
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan oleh 
pihak Kelurahan Dinoyo  dalam meningkatkan 
pelayanan publik, yaitu : 1) Perlu diadakannya 
tindakan nyata sosialisasi kepada warga/masyarakat  
mengenai persyaratan-persyaratan  pelayanan yang 
dibutuhkan.  Sehingga meminimalisir lamanya 
waktu yang diperlukan dalam melakukan pelayanan. 
2) Perlunya peningkataan mengenai sumberdaya 
manusia yang dimiliki oleh pegawai kelurahan 
Dinoyo untuk dapat tercapainya pelayanan yang 
diharapkan. 3) Menyediakan nomor antrian bagi 
para pengguna jasa layanan agar berjalan dengan 
tertib serta tidak adanya rasa tidak adil yang 
dirasakan oleh pengguna jasa layanan.  
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